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PUTUSAN
Nomor 202/Pdt.G/2024/MS.Mrd
ZA L 7
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Blang Iboih, 04 Desember 1992, NIK
1118064412920001,, Agama Islam, Pendidikan
Diploma IV, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di Dusun Mesjid Tuha, Gampong
Rayeuk Meunye, Kecamatan Tanah Luas,
Kabupaten xxxx Utara sekarang berdomisili di
Gampong Blang Iboih, Kecamatan XxXxxX XXxxX,
XXXXXXXXX XXXXX XXxX dalam hal ini berdasarkan surat
Kuasa tanggal 02 Desember 2024 memberi Kuasa
kepada Dr. Junaidi,S.HI., M.Sh., CPM, Azhari S.Sy.,
M.H.,.CPM dan M.Isa, S.H adalah Avokat/Penasehat
Hukum/Paralegal berkantor pada Kantor Hukum
AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & PATNER beralamat di
Jalan Banda xxxx-Medan, Desa Cot Buket,
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen
berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor
41/XI1I/SK/2024/MS.Mr tanggal 11  Desember
2024 selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat “:

melawan
TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Bireuen, 12 Januari 1983, Agama
Islam, Pendidikan D- IV, Pekerjaaan

XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Dusun Mesjid
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Tuha, Rayeuk Munye, Kecamatan Tanah Luas,
Kabupaten xxxx Utara, sebagai “ Tergugat ” ;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu
pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor
202/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx XxxX, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/19/VI11/2015, tertanggal 27
Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari setelah itu pindah kerumah
orangtua Tergugat di Dusun Mesjid Tuha Gampong Rayeuk Munye
Kecamatan Tanah Luas Kabupaten xxxx Utara.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan
Tergugat belum dikaruniai anak.
4, Bahwa sejak bulan juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah;

4.2. Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin
kepada Penggugat;

4.3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun 5 bulan

berpisah dan tanpa nafkah apapun lagi;
4.4, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada

bulan Juni 2023 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat
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karena sudah tidak sanggup menjalani bahtera rumah tangga
dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan
6. sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118046101850001,
atas nama Penggugat, Tanggal 09-05-2012, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXX
xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXX Provinsi xxxx, Nomor 162/19/VII/2015 Tanggal
27 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Hakim;
2. Bukti Saksi.
2.1. Saksi 1: Martunis bin M. Yusuf, umur 37 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Gampong Abah Lueng, Kecamatan XxXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX
xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat,
keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 hari

Hal. 4 dari 12 Halaman
Putusan No.202/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah kerumah kediaman orangtua Tergugat sampai
berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat
sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan dan sejak itu Tergugat
sudah tidak lagi bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat
serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat karena sudah pernah dilakukan
mediasi melalui apparat gampong bersama keluarga namun tidak
berhasil;
2.2. Saksi 2: Zainal Abidin bin Daud, umur 38 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Gampong Blang Lboh, Kecamatan XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX
xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat,
keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 hari
kemudian pindah kerumah kediaman orangtua Tergugat sampai
berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat
sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
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- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan dan sejak itu Tergugat
sudah tidak lagi bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat
serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat karena sudah pernah dilakukan
mediasi melalui apparat gampong bersama keluarga namun tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh
kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi
kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa
sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis
Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili
kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang — undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah
dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar’iyah Berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo :

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa:

1. Bahwa sejak bulan juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

2. Bahwa Tergugat tidak mencukupi batin kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun 5 bulan
berpisah dan tanpa nafkah apapun lagi;

4, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Juni 2023 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena sudah
tidak sanggup menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 27 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Martunis bin M. Yusuf dan Zainal Abidin bin Daud, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
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ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan Il Penggugat Mengenai
pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan di dengar secara langsung
serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308
RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi
tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah
memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti
tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang
terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat
telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan

terutama karena tidak memiliki keturunan dimana Tergugat tidak dapat

memberikan nafkah batin kepada Penggugat sementara Tergugat tidak

mau berobat serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang

lebih 18 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa

menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

4, Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,

majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri
sah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

alls & 5T el 553 e a8 Jan s Ll 15 51 21 (e a1 518 ) ) Bag

o tE TR
Q58 a gl i)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang
dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku
pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat
tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan
Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh
melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan
salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas
majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah
memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f
peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW vyang tertuang dalam Kitab Ahkamul
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Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi :
a ey ra.\‘_a j“‘du:ura.\jd.mlu.ah e‘&yesl_\_‘_h 2 e

Artinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyatul Marom :
sl \:_a.'au;l\ ‘\_\lc. \_91& Lﬁj")l 2\_7\_9_')11 2\,1.':._) pas Ky 1._“:}_9

Artinya :"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka patut Gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro
telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak
pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain
selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
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4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua

puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan secara verstek oleh Hakim Tunggal
Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 31 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh
Saleh Umar, S.H.l., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam pemeriksaan
perkara tersebut dan putusan tersebut disampaikan pada hari itu juga
melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut dan diupload pada e-
court SIPP Mahkamah Syar’iyah Meureudu, dan didampingi oleh Dra.
Halimah sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

Saleh Umar, S.H.l., M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Halimah.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan 'Rp 56.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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